
Volume(7) Satuan(8)

(a)  (b) (c) (d) (e) = (d)/(c) (f) (g)

1.  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana 

(Dinkes) 

9.899.791.110           1.170.574.000          11,82%

 Subsub Total 9.899.791.110           1.170.574.000          11,82%

1.  Koordinasi pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19  - Kegiatan …. 

2.  Dukungan dan fasilitas untuk 

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19  - Kegiatan …. 

3.  Pemantauan dan 

penanggulangan kejadian ikutan 

pasca Vaksinasi COVID-19 

 - Kegiatan …. 

4.  Distribusi dan transportasi ke 

fasilitas kesehatan 

 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, 

Vaksin, Makanan dan Minuman 

serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 

(UPT. Instalasi Farmasi dan 

Logistik Kesehatan) 
1.217.328.686           114.514.000            9,41%

5       Belanja Kesehatan lainnya dan 

kegiatan prioritas 

 Pengelolaan Dana Darurat dan 

Mendesak BPKAD  
52.693.430.861         0%

 Sub Total 
53.910.759.547         

114.514.000            
0%

 Kegiatan 

D.  Insentif Tenaga Kesehatan 

Daerah untuk Penanganan Covid-

19 (Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan) 
31.473.475.619         6.503.882.133          20,66%

 Tenaga Kesehatan Lainnya 

 Subsub Total 31.473.475.619         6.503.882.133          20,66%

 Total DAU atau DBH 1.455.383.959.000     

2,16%

 Total Bidang Kesehatan 95.284.026.276         7.788.970.133          8,17%

I. Bidang Kesehatan

A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19

B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH

 Persentase belanja untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari 

DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH 

 C. Dukungan pada Kelurahan untuk penanganan covid-19 

Penyerapan(6)
Capaian Output

LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
BULAN: AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI RIAU

No.  Program/ Kegiatan(3) Anggaran(4) Realisasi(5)



Volume(7) Satuan(8)
Penyerapan(6)

Capaian Output
No.  Program/ Kegiatan(3) Anggaran(4) Realisasi(5)

1  Pengelolaan Fakir Miskin Lintas 

Daerah Kabupaten /Kota (Dinsos) 337.887.523              99.334.200              29,40%

2.  Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi 

Pencari Kerja berdasarkan Klaster 

Kompetensi (Disnaker) 

5.299.998.130           478.480.272            9,03%

3      Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Daya Saing Wirausaha 

Muda Provinsi (Dispora) 
1.932.087.138           807.263.815            41,78%

4      Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan di Laut 

(Diskanlut) 
1.617.908.000           1.507.850.600          93,20%

5      Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Usaha Perikanan Tangkap 

(Diskanlut) 
5.420.499.770           763.352.898            14,08%

6      Rehabilitasi Wilayah Perairan 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Diskanlut) 
509.179.580              139.717.980            27,44%

7      Pengembangan Kompetensi SDM 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Lanjutan (Dispar) 1.049.999.704           488.100.646            46,49%

8      Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan Pariwisata (Dispar) 1.123.630.194           204.398.260            18,19%

9      Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, 

Distribusi Konsumsi, dan 

Konservasi Ekonomi Kreatif 

(Dispar) 

181.984.000              11.282.747              6,20%

10     Fasilitasi Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Ekonomi Kreatif (Dispar) 2.206.043.336           605.175.168            27,43%

11     Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Provinsi (Dispar) 
445.799.510              207.652.456            46,58%

12     Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 

Ternak, Bahan Pakan, serta 

Pakan Kewenangan Provinsi 

(Distanak) 

1.503.625.315           67.160.720              4,47%

13     Pengadaan Benih / Bibit Ternak 

yang Sumbernya dari Daerah 

Provinsi Lain (Distanak) 
22.781.150.000         7.927.962.410          34,80%

14     Pengendalian dan Pemanfaatan 

Prasarana, Kawasan dan 

Komoditas Pertanian (Distanak) 
945.299.637              74.287.250              7,86%

15     Pengendalian Risiko dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan 

dan Zoonosis (Distanak) 
3.348.800.910           0%

16     Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi (Disperindag) 

2.416.563.940           708.914.565            29,34%

II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi



Volume(7) Satuan(8)
Penyerapan(6)

Capaian Output
No.  Program/ Kegiatan(3) Anggaran(4) Realisasi(5)

17     Menumbuhkembangkan UMKM 

untuk menjadi Usaha yang 

Tangguh dan Mandiri sehingga 

dapat Meningkatkan Penciptaan 

Lapangan Kerja, Pemerataan 

Pendapatan, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Pengentasan 

Kemiskinan (Disperindag) 

15.795.387.027         15.104.668.390        95,63%

18     Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan` Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat (Disperindag) 
439.540.399              289.071.632            66%

19     Analisis Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan Keuangan 

(Bankeu Desa) (BPKAD) 
238.650.000.000       0%

 Total Penanganan Dampak 306.005.384.113       29.484.674.009        9,64%

1.  Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan Provinsi 

(Dinas Sosial) 

29.984.377.386         23.652.730.800        78,88%

2.  Fasilitasi, Koordinasi, 

Sinkronisasi, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat Bidang 

Pendidikan (Sekda/ Biro Kesra) 

16.000.000.000         0%

 Total Bantuan Sosial 45.984.377.386         23.652.730.800        51%

447.273.787.775       60.926.374.942        13,62%

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Aset Daerah Provinsi Riau,

Pembina Utama Madya

NIP. 19721115 199803 1 004

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan ini dan bukti-bukti

realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pekanbaru,        Agustus 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

INDRA, SE,M.Si

III. Bantuan sosial safety net/jaring pengaman social

Total


